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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.32/Menhut-11/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah menetapkan Menteri selaku
pengguna anggaran atau pengguna barang wajib
menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di
bidang pemerintahan masing-masing untuk
meningkatkan kehandalan laporan keuangan dan
Kinerja;

b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-
172010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup
Kementerian Kehutanan;

c. bahwa dari hasil evaluasi penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup
Kementerian Kehutanan, maka peraturan
sebagaimana huruf b kurang berjalan dengan efisien
dan efektif sehingga perlu disempurnakan;
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Mengingat

1.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu Il Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P
Tahun 2011;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah;

14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas
Keuangan Negara,;

15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2011,

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
11/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEHUTANAN.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.

Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPl adalah
proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat
SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan
kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
anggaran di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif
dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik.

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti
yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional
berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan kehandalan informasi
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang
telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.

Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan pengawasan yang antara
lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan
pelatihan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil
pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
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Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah
yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian
yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi
pemerintah.

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk
mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan
prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah
dilaksanakan secara efektif.

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan
menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu
kinerja sistem pengendalian intern pemerintah dan proses yang
memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya
segera ditindaklanjuti.

Satuan Kerja adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal,
Direktorat Jenderal, Badan, Pusat yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, Unit
Pelaksana Teknis, dan Unit Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan
Kementerian Kehutanan yang merupakan entitas akuntansi sebagai
unit akuntasi keuangan dan akuntansi barang yang wajib
menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat
dengan APIP adalah lembagaZunit pengawasan yang berada di
lingkungan intern pemerintah yang berfungsi untuk melakukan
pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Tahap Pemahaman (Knowing) adalah tahap untuk membangun
kesadaran (awareness) dan menyamakan persepsi tentang SPIP.

Tahap Pemetaan (Mapping) adalah tahap diagnosis awal yang
dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP untuk mengetahui kondisi
pengendalian intern pada instansi pemerintah.

Tahap Membangun Infrastruktur (Norming) adalah kegiatan instansi
pemerintah untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur
sistem pengendalian intern yang belum memiliki infrastruktur atau
belum memadai yang didasarkan atas hasil pemetaan.

Tahap Internalisasi/Implementasi (Forming) adalah suatu proses yang
dilakukan oleh instansi pemerintah untuk membuat kebijakan dan
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